BAB 11
HARTA BERSAMA DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM

POSITIF DAN EKSEKUSI

A. Pengertian dan Dasar Hukum tentang Harta Bersama

Mengenai harta bersama yang akan diuraikan di bawiakerkait
dengan pengertian dan dasar hukum yang dilihatliabagai segi hukum
yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) haaituybarang-
barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekdy&amulangkan yang
dimaksud harta bersama yaitu harta kekayaan yapgradeh selama
perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnyalah harta yang
diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendlamae masa ikatan
perkawinarf

Harta benda perkawinan adalah semua harta yangobipesuami
istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawiriatak termasuk harta
kerabat yang dikuasai, juga bukan harta peroraygag berasal dari harta
warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibaapitdarta pencarian bersama
suami®

Pencaharian bersama suami istri atau yang diselizt hersama atau

gono giniialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama alemisistri

! Depdikbud Kamus Umum Bahasa Indonesiakarta: PN Balai Pustaka,1976, him. 347.

2 Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesjalakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, him.
200.

% Hilman Hadi KusumoHukum Perkawinan AdaBandung: Aditya Bakti, cet. IV, 1999,
him. 156.
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selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal teimuat dalam UU
Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sebenarnya hartarbersa berasal dari
hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh ahldgdonesia, yaitu
dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akmuitdarta bersama,
harta itu diperoleh karena usaha suami atau is&u duami istri secara
bersama-samia.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperskdhma
perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnyalah harta yang
diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendlamae masa ikatan
perkawinarr

Menurut hukum Islam harta bersama adalah hartagbemniik suami
dan harta benda milik istri satu sama lain terpisimgan kata lain bahwa
harta benda yang mereka miliki yang masing-masiibgvwa pada waktu
melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milikintamasing’

Demikian halnya dengan harta benda yang masingagakperoleh
selama berlangsungnya perkawinan antara suamiseti@gai penghasilan
dari pekerjaannnya, atau sebagai penghibahan dargdain, atau hasil dari
pembeliannya, dan lain-lain. Tetap terpisah satu ykng lain atau tidak
dicampur, artinya bahwa suami tidak mempunyai hak harta benda istri,

dan demikian pula sebaliknya kecuali dengan adpasjanjian atau syirkah.

“ Djoko Prakoso & | Ketut MurtikaAzas-Azas Hukum Perkawinan di Indonedakarta:
Bina Aksara. 1987, him. 169.

®> Ahmad Rofig,0p. cit.,him. 200.

® Djoko Prakoso & | Ketut Murtikagp. cit.,hlm. 166-167.

" Ibid, him. 167.
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Untuk mengetahui hukum perkongsian assarkah ditinjau dari sisi
hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian ygmerlesblehkan dan
yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Invedzhab. Dalam
figh, perkongsian diistilahkan dengayirkahatausyarikahyang berasal dari
bahasa Arab, yaitu akad antara dua pihak yanggsakmserikat dalam hal
modal dan keuntungargyirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang sah
sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakaditang ydilakukan oleh
pihak-pihak tertentu.

Para ulama berbeda pendapat, dalam membagi maceawma
syirkah Adapun macam-macasyirkahyaitu:

1. Syirkah Milkialah perkongsian antar dua orang atau lebih teyhadsuatu
tanpa adanya sesuatu agad atau perjanjian.

2. Syirkah Uquudyaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersamé unt
mendapat sejumlah uang.

3. Syirkah ‘inan yaitu sebuah perserikatan dimana posisi dan korsiposi
pihak-pihak yang berserikat adalah sama, baik daterdal, pekerjaan,
maupun keuntungan dan resiko kerugian.

4. Syirkah mufawadlalyaitu syirkah yang posisi dan komposisi pihak-pihak
yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalamrhedal, pekerjaan,
keuntungan maupun kerugian.

Dari keempat macansyirkah tersebut hanya satu yang disepakati

kebolehannya oleh para ulama’, yakpirkah ‘inan

® Abd. Rahman al- Jazirg| Figh ‘ala al Madzahib al Arba’ahJilid 111, Beirut-Libanon:
Dar al Kutub Al limiah, 2006, him. 63.
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Dalam konteks konvensional, suami adalah yang bejkean
menanggung beban ekonomi, sedangkan istri adalgerda® sebagai ibu
rumah tangga yang bertindak sebagai manajer yanmgah@& manajemen
ekonomi rumah tangga dalam pengertian yang lelais. lu

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, isga jdapat
melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaama. yhkg pertama
digolongkan ke dalamsyirkah al-abdanyaitu modal dari suami sedangkan
istri andil jasa dan tenaganya. Adapun yang keddalah dimana masing-
masing mendatangkan modal, suami bekerja dan jisga bekerja lalu
dikelola bersama, hal ini disebsyirkah al ‘inan apa saja yang mereka
hasilkan, selama dalam masa perkawinan merekaaseknharta bersama
kecuali yang mereka terima sebagai warisan atatb@eam khusus untuk
salah seorang diantara mereka berdua. Yang adadbaiksuami dan istri
sebelum pernikahan akan tetap menjadi harta menekiang-masing.

Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam pasaéfyatakan
bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seprprnia dan seorang
wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk besruk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdas#&#amanan Yang Maha

Esa’l®

Pasal tersebut menyimpulkan adanya asas bahwaaaami istri

terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputikidanya ikatan lahir, ikatan

® Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997,
him. 201.

19 Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 19Fa#karta:
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, bén
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yang nampak dari luar atau ikatan terhadap bentiente yang mempunyai
wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau i&atrohani. Jadi menurut
asasnya suami istri bersatu, baik dalam segi nlateaupun dalam segi
spirituil.**

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang dWenan
mengatur tentang harta bersama, antara lain:

Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh sepanjankpwinan menjadi
harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masiagi dan istri dan
harta benda yang diperoleh masing-masing sebaghathatau warisan
adalah di bawah penguasan masing-masing si penepana pihak tidak
menentukan lain.

Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dandegbat bertindak atas
persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai hatebn masing-masing,
suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk kuk#n perbuatan
hukum mengenai harta bersama.

Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena pmece maka harta
bersama diatur menurut hukumnya masing-maing.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini ditegaskawurh masing-
masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukukum lainnya yang
bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebu

Menurut pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tentang peirkaw harta
bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-hgatag diperoleh suami istri
sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang dipkrselama tenggang
waktu, antara saat peresmian perkawinan, samplaweran tersebut putus,

baik terputus karena kematian salah seorang deamtereka (cerai mati),

1. Satrio,Hukum Harta PerkawinanBandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cet. |, 1991,
him. 185.

12 Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 19Fa#karta:
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, 2én
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maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengankimiharta yang telah

dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkaweréetak di luar harta

bersama. Ketentuan tersebut di atas tidak menyabuilri mana atau dari

siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh ikiautkan, bahwa termasuk

harta bersama adalah :

1) Hasil dan pendapatan suami.

2) Hasil dan pendapatan istri.

3) Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maugieri, sekalipun
harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersasal, kesemuanya

diperoleh sepanjang perkawin&h.

Harta yang sudah dimiliki suami atau istri padat saerkawinan
dilangsungkan tidak masuk dalam harta bersama, akecmereka
memperjanjikan lain.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang hadeséma, antara

lain terdapat pada pasal:

Pasal 85 harta bersama dalam perkawinan itu tidalutmnp kemungkinan
adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hétk tan dikuasai penuh
olehnya demikian juga harta suami tetap menjadidugkni dan dikuasai
penuh olehnya.

Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masiagi dan istri yang
diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waesktah dibawah
penguasaan masing-masing, sepanjang para pihakridaentukan lain
dalam perjanjian kawinnya. ayat (2), suami atad istempunyai hak
sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atées masing-masing
berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

13 ). Satriopp. cit.him. 192.
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Pasal-pasal diatas dikuatkan kembali oleh Al-Qudalam surat An-
Nisa’ Ayat 32:

+ 76,3 on Bt o 08 BI-IFAOSCROGdr = o+ @0
HALDE FOM=ORK ALAE Jro=D> ¢ DY OV
s QONHE AHOKQNOOLE FILAIHEOHN @
= B -LE€IROOOIEa I
s WHIM = BHOQKOOL 0L BONKEHN weO
BX02H¢x OO0 g L 237421 - 10X T ANTIGAPZair
A Forde O)RNO B AOQ LIV T A0 I A Lo e
cPOORNEIR PASYR* HSMuABRG alhoed
KD
Artinya:
“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang rdikiakan Allah kepada
sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian wamgkarena) bagi orang
laki-laki ada bahagian dari pada apa yang merekhakan, dan bagi Para
wanita (pun) ada bahagian dari apa yang merekaakaah dan mohonlah
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguh@jlah Maha
mengetahui segala sesuatu”. (Al-Nisa'*32)
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Perkawinan terjadi atas dasar akad nikah yangdeigan kata lain
suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatuhruamgga, maka
dengan begitu akad nikah tersebut akan menimbudlkaivat hukum yang
dapat melahirkan hak dan kewajiban.

Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar ddipaaskan
sebagai berikut:

1. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormatsgkormati, saling setia

dan saling memberikan bantuan lahir batin;

84.

14 Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahannyajakarta: Al-Huda, 2002, him.
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2. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur ukntmembina dan
menegakkan rumah tangga yang bahagia dan sej#diterdan batin;

3. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh daamnmlihara anak-
anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmanianromaupun
kecerdasan;

4. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-nmgsi

Selain dari hak dan kewajiban yang timbul akibati ge&rkawinan
yang sah seperti di atas, dikenal juga harta yanmdpul akibat dari
perkawinan tersebut yang lebih dikenal dengan nharéa bersama telah
penulis jelaskan di atas bahwa harta bersama adgh bersama milik
suami istri yang mereka peroleh selama dalam maskawinan namun
dengan adanya harta bersama tidak menutup kemamg&aanya harta milik
masing-masing suami istri atau disebut juga demhgaia bawaan.

Mengenai harta bersama telah diatur dalam bebepagal, pada
Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hak dan keveejitsuami istri,
terhadap harta bersama yaitu: Pasal 89 yang barb8ogmi bertanggung
jawab menjaga harta bersama, harta istri maupuarhar sendiri.” Pasal 90
menyatakan bahwa “Istri turut bertanggung jawab jagan harta bersama,
harta istri maupun hartanya suami yang ada paddfyzdri penjelasan pasal

di atas juga telah dipaparkan kembali dalam Al-@uiSurat Al-Nisa’ 34:

(7] W AN &> HARL O RYLATH S @ l@a
+ 763 o 400 o BIO NG 0,7 BOQHKE W@a e

> Amiur Nuruddin & Azhari Akmal T,Hukum Perdata Islam di Indonesidakarta:
Kencana, 2004, him. 188-189.

' Departemen Agama Mahan Penyuluhan Hukuompilasi Hukum Islagn2000. him.
184.
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Artinya:
“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanibleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) as&tsahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah mkabkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialaly yaat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, olehekar Allah telah
memelihara (mereka)”. (Al-Nisa’ 34)

Apabila karena suatu hal suami tidak melaksanal@majbannya
sementara suami sebenarnya mampu, maka si isétibdilehkan mengambil
harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri daak-amak secara
makruf!®

Dalam KUH Perdata Pasal 124-125 juga mengatur hakkdwajiban
suami istri terhadap kepengurusan harta bersanmegaeberikut: Pasal 124
suami sendiri harus mengurus harta kekayaan parsa@asal 125 Apabila si

suami berada dalam keadaan tak hadir, atau pumdkddidakmampuan

untuk menyatakan kehendaknya, maka bolehlah gi ns¢mbebani atau

85.

203.

" Departemen Agama RAl- Qur'an dan Terjemahannyajakarta: Al-Huda, 2002, him.

8 Ahmad Rofig,Hukum Islam di Indonesjalakarta: PT Raja Grafindo Persada, him.
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memindah tangankan barang-barang persatuan, setitalasakan oleh
Pengadilan Negef?

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur hak danajkzam
terhadap harta bersama sebagai berikut: Pasa) 3efigenai harta bersama,
suami istri dapat bertindak atas persetujuan kdmklah pihak; Mengenai
harta bawaan masing-masing, suami dan istri mengumgk sepenuhnya
untuk melakukan perbuatan hukum mengenai hartadngad’

Dalam beberapa pasal tersebut cukup jelas menges@turan
peraturan terhadap hak dan kewajiban suami istanddnal harta bersama
apabila terjadi putusnya perkawinanan, putusny&awanan dapat terjadi
dengan beberapa sebab antara lain karena kempBargraian dan juga
pembatalan perkawinan.

2. Macam dan Bentuk Harta Bersama

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 93 menyatakanMaabentuk
harta bersama itu adalah sebagai berikut:

a. Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 tepapa benda
berwujud atau tidak berwujud.

b. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi bendgebak, tidak
bergerak dan surat-surat berharga lainnya.

c. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupartzalpun kewajiban.

19 Subekti & Tjitrosudibio Kitab Undang-Undang Hukum Perdatdakarta: PT Pradnya
Paramita, 2004, him. 30.

% Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 19Fa#karta:
Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam , 2000. hP4.
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d. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang janoleh salah satu
pihak atas persetujuan pihak I&in.
Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

“Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak talak diperbolehkan

menjual atau memindahkan harta bersama”.

Terhadap harta bersama ini, pihak suami atau msEMpunyai
tanggung jawab yang sama dan harta bersama itudikagi sama apabila
perkawinan tersebut sudah putus akibat kematianpata perceraian dan
karena putusan pengadilan. Sayuti Thalib, berpeatdaghwa harta bersama
dibagi dalam tiga kelompok yaifd:

1) Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri dapat digolongkan pada
tiga golongan yaitu:

a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapla¢lsm perkawinan
adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secararseeddiri.

b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu legrjaetapi bukan
dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atausara@dalah harta
masing-masing.

c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baikais&ndiri suami
atau istri maupun bersama-sama merupakan hartan@matau harta
bersama.

2) Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka hartargymakan untuk:

2L Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesialakarta: PT Raja Grafindo Persada, him.
205.

22 sayuti Thalib & Hazairin, dalam bukwHtikum Acara Perdata Peradilan Agama dan
Hukum Perkawinan IslaimM. Idris Ramulyo, Jakarta: IND-HILL, 1985, hif62-263.
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a. Pembiayan untuk rumah tangga, keluarga dan betamialah anak-
anak.
b. Harta kekayaan yang lain.
3) Dilihat dari sudut hubungan harta dengan peroramgdam masyarakat,
harta itu akan berupa:
a. Harta milik bersama.
b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegiesh oyang
bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjan@weran inilah
yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baikeka perceraian, kematian
ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetaplata tbersama dalam
suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan p&nbgg, penguasaan
terhadap harta bersama dalam hal perkawinan madénigsung, pembagian
harta bersama dilakukan ketika terjadi putusny&aweinan.

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secaralssig dalam arti,
suami atau istri menguasai harta secara-bersama-saasing-masing pihak
bertindak atas harta tersebut dengan persetujubiBk piain dan jika
perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islaanta itu akan
dibagi sama banyak antara suami dan istri, %2 ustiakni dan %2 untuk istri.

3. Pembagian Harta Bersama
Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tdl9Jrd telah

menegaskan harta benda yang diperoleh selama pedtavadalah harta
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bersama, ini mengartikan syirkah atau harta bersamaerbentuk sejak
tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinapiitus®®

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuKakedzarta
persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selpariawinan antara suami
dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersketaiali harta yang
diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah olal @aik, harta ini menjadi
harta pribadi yang menerimany&asal 85 Kompilasi Hukum Islam
menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta ypapléh sepanjang
perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama sataupun sebaliknya atas
nama istri?*

Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabilatahayang
dipergunakan untuk membeli benda tersebut menguartadda pribadi suami
atau istri dengan kata lain harta yang dibeli denigarta yang berasal dari
barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga ddijsuami istri memiliki
harta bersama setelah terjadi perceraian, dengantkan bahwa uang yang
dipergunakan untuk membeli benda itu berasal deu darta bersama
semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga aktp dibagi sama
banyak?®

Di antara beberapa yang termasuk dalam harta baadaah harta
yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Beh&uta bersama dalam

perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak tzdrgdan surat-surat

% M. Yahya HarahapKedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agadskarta:
Sinar Gafika. him. 272.

4 Departemen Agama RBahan Penyuluhan HukuKompilasi Hukum IslamJakarta:
Dirjen Pembinaan Islam 2000. him. 183.

%M. Yahya Harahamp. cit.him. 276.
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berharga sedangkan bentuk harta bersama yangkatakijud dapat berupa
hak atau kewajiban masing-masing suami istri.

Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satwakpiatas
persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama ddlamtuk barang tanpa
persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidagatdatau tidak
diperbolehkan menjual atau memindahkan harta berd¢arsebut sedangkan
dalam hak dan kewajiban suami istri dalam hal siklsuami maupun istri
mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersam

Mengenai pembagian harta bersama, dijelaskan dbhgrbpa sumber
yang ada diantaranya:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawiesal 37
menyebutkan:

“Bila perkawinan putus kerena perceraian hartadmasdiatur menurut
hukumnya masing-masing®.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskdam
penjelasan Pasal 37 ialah “hukum agama, hukum @daathukum-hukum
lainnya”. Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 hali974 tidak
menegaskan berapa bagian masing-masing antara atemistri, baik cerai
mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi ttukislam Pasal 96 dan
97 mengatur tentang pembagisyirkah ini baik cerai hidup maupun cerai

mati, yaitu masing-masing mendapat setengah daa h@rsama sepanjang

% Departemen Agama Rip. cit.him. 124.
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tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Selengka@pRasal 96 Kompilasi

Hukum Islam berbunyi:

1. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta lbeasanenjadi hak
pasangan yang hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atayasg istri atau
suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanpaskan matinya
yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasasgu Pengadilan
Agama.

Sedangkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyehutka
“Janda atau duda yang cerai hidup masing-masingakeseperdua dari
harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dpEanjian kawin”.

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan babartabersama atau
syirkah akan dibagi sama banyak atau seperduarbagtara suami dan istri,
hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan barRemgadilari’

Ketika pengadilan telah memutus dan menetapkara-harta yang
telah disebutkan menjadi harta bersama maka akancuhuadanya
pelaksanaan pembagian, ketika terjadi sengketa hmatsama yang tidak
dijalankan setelah putusan pengadilan berkekuat&nnh tetap maka para
pihak diberi wewenang untuk mengajukan permohonaksekaisi

(pelaksanaan putusan).

B. Eksekus

" Departemen Agama RBahan Penyuluhan Hukukompilasi Hukum IslamJakarta:
Dirjen Pembinaan Islam, 2000. him. 185.
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Eksekusi adalah melaksanakan secara paksa (updyanhpaksa)
putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umunilaapénak yang kalah
(tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau memfalanya secara sukarela.
Menurut Abdul Manan sendiri Eksekusi adalah hal jalankan putusan
pengadilan yang telah berkekuatan hukum t&tapedangkan menurut
Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tildak ialah realisai
kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenutispn yang tercantum

dalam putusan tersebfit.

1. Eksekus Terhadap Harta Kekayaan Bersama

Kaidah mengenai harta bersama perkawinan sudahtuktn dalam
Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 dan yurisprudensp tdédam putusan MA
No. 985/K/SIP/1973:

“Semua harta kekayaan yang diperoleh suami-isttandaperkawinan
dianggap harta pendapatan bersama sekalipun itatgemata hasil
pencaharian suami atau istri”

Eksekusi dapat dijalankan terhadap harta bersamg waasih utuh
sebagai pembayar kepentingan rumah tangga, malksuddglah: harta
bersama antara suami dan istri masih utuh belumapetiadakan pembagian
maka eksekusi bisa dijalankan, apabila peristiwkuhu yang melibatkan
harta kekayaan bersama dibuat untuk kepentingamatgd dan peristiwa

hukum yang dibuat suami-istri untuk kepentingarnu&egda tidak mencapai

% M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdafa
Gramedia, Jakarta, 1989, him. 1-3.
29 Musthofa Sy., Kepaniteraan Peradilan Agama, Kutig805, him. 109
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jumlah yang besar sesuai dengan ukuran status| skesiaarga yang

bersangkutar’

2. Azas-azas Eksekusi
Dalam eksekusi mengenal beberapa asas, sebadaitberi
1. Menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetapusBn yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetiapkfacht van gewijsdeyang
dapat “dijalankan”, sehingga tidak semua putusang®dilan bisa
dieksekusi, putusan yang dapat dieksekusi adalah:
a) Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
b) Karena dalam putusan yang telah berkekuatan hulatap ttelah
terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dani pasara
pihak yang berperkara
c) Disebabkan hubungan hukum antara pihak yang beyzerkudah
tetap dan pasti
d) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yangajlizh
dalam amar putusan yang telah memperoleh kekuatamhtetap'
Pengecualian terhadap azas ini, diantaranya adalah
a. Pelaksanaan putusan lebih dulutoerbaar bij voorraad pasal 180

ayat (1) HIR atau pasal 191 ayat 1 Rbg

b. Pelaksanaan putusan provisi (Pasal 180 ayat (1) &R Pasal 191

ayat 1 Rbg).

%0 Depag RIBahan Penyuluhan Hukyr®p. Cit, him. 330.
*! Ibid, him. 109.
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. Akta Perdamaian: Berdasarkan Akta Perdamaian, Wntelang
menempatkan Akta perdamaian yang dibuat dipersatatek ubahnya

seperti putusan yang b.h.t. (pasal 130 HIR ataald&g! Rbg).

. Eksekusi terhadap Grosse Akta (Pasal 224 HIR asal 258 Rbg).

. Putusan tidak dijalankan secara suka rela.
Putusan tidak dijalankan atau dipatuhi oleh pihakgy kalah

baik sebagian ataupun seluruhnya.

. Putusan mengandung ancamdemnatoir
Ciri indikator yang menentukan suatu putusan barsif
comdemnatoir, yaitu dalam amar atau diktum putdsedapat perintah

yang menghukum pihak yang kalah, yang dirumuskéandalimat :

. Menghukum atau memerintahkan “menyerahkan” suataniga

. Menghukum atau memerintahkan “pengosongan” sebidamgh atau
rumah.

. Menghukum atau memerintahkan “melakukan” suatu ysgem
tertentu.

. Menghukum atau memerintahkan “penghentian” suatbya¢an atau
keadaan.

. Menghukum atau memerintahkan “pembayaran” sejunndaly.

. Eksekusi atas perintah dan dibawah pimpinan Keargg&dilan (Pasal

195 ayat (1) HIR).
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Ketua Pengadilan Agama memerintahkan dan memimgannya
eksekusi. Kewenangan memerintahkan dan memimpiekaks yang ada
pada Ketua Pengadilan Agama adalah seearafficiq maksud dariex
officio sendiri menunjuk pada seseorang (hakim) yang kememegang
peran atau jabatan tertentu sehubungan dengan g@mbatan lain yang
dimilikinya.®?

Perintah eksekusi dikeluarkan Ketua Pengadilan Agémrbentuk
Surat Penetaparbéschikking yang diperintahkan menjalankan eksekusi

ialah panitera atau juru sita Pengadilan Agama.

3. Macam-Macam Eksekusi
Eksekusi Riil adalah melakukan suatu tindakan ngtda tindakan

riil, dengan cara sebagai berikut;

a. Penyerahan barang

b. Pengosongan

c. Pembongkaran

d. Melakukan suatu perbuatan

Tata cara eksekusi riil:

- Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

- Pihak yang kalah (Tergugat) tidak mau menaati damemuhi putusan

secara sukarela

** M. Yahya HarahapHukum Acara Perdatalakarta: Sinar Grafika, 2005, him. 77.
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- Eksekusi riil baru bisa dijalankan setelah dilampemggang waktu

peringatan
- Mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi
- Panitera atau Juru Sita menjalankan perintah ekseku

Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah melakukan
pembayaran sejumlah uang, berarti tergugat dipaieanasi jumlah itu
kepada penggugat (pihak yang menang), denganrjaajual lelang harta
kekayaan tergugat. Lanjutan dari peringatan dalawsgs eksekusi
pembayaran sejumlah uang adalah tahap sita eksataisexecutorial
beslag. Ada beberapa hal yang perlu dibahas dalam sitekaks itu

sendiri diantaranya:

Sita eksekusi berdasar perintah

- Makna sita eksekusi

- Sita jaminan ¢onservatoir beslggdengan sendirinya berkekuatan sita
eksekusiéxecutorial beslag

- Barang yang dapat disita eksekusi

- Barang yang dilarang disita eksekusi

- Patokan jumlah sita eksekusi.

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengasalam
pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama kaitedatprgugat tidak
mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatarumhutetap,

meskipun pihak tergugat telah diberi peringatarta Siksekusi biasa
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dilaksanakan terhadap suatu putusan yang menglaarus&rgugat
membayar sejumlah uary.

Adapun ketentuan lain atau ciri-ciri dari sita dis® dintaranya
adalah dilaksankan setelah putusan pengadilan nmerapkekuatan
hukum tetap dan sebelumnya tidak dilaksanakan teifaadap barang-
barang yang disengketakan, memenuhi pelaksanaaisgoufengadilan
Agama dan berakhir dengan tindakan pelelangan,ahtemyadi dalam hal-
hal yang berkenaan dengan pembayaran sejumlah demg anti rugi,
kewenangan memerintah sita eksekusi sepenuhnydabditangan Ketua
Pengadilan Agama bukan atas perintah Ketua Majdbgim, dapat
dilaksanakan secara berulang-ulang sampai pemlmaydsa pelunasan
sejumlah uang dan ganti rugi terpenti.

Tata cara dari sita eksekusi

Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama
- Dilaksanakan Juru Sita atau Panitera

- Pelaksanaan dibantu orang saksi

- Sita eksekusi dilakukan ditempat

- Pembuatan berita acara sita eksekusi

- Penjagaan yuridis barang yang disita

- Ketidakhadiran Tersita tidak menghalangi sita eldsgk

% Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan, R¥akarta:
Kencana,2005, him: 100.

**Ibid, him. 101.

% M. Yahya HarahapRuang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdafa
Gramedia, Jakarta, 1989, him. 68-69.
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4. Hal-Hal yang Tidak Boleh Dilakukan dalam Penyitaan

a. Dilarang Juru Sita melakukan penyitaan terhadapahesan perkakas
(pasal 197 ayat (8) HIR dan Pasal 211 R. bg)

b. Dilarang Panitera/Juru Sita melakukan penyitaangyamelampaui
jumlah tagihan

c. Dilarang meletakkan sita jaminan terhadap baranigg pihak ketiga

d. Dilarang panitera/Juru Sita melakukan penyitadmethkang meja

e. Larangan menyerahkan penyimpanan dan penjagaamgogaag disita
(sita jaminan) kepada penggugat

f. Larangan pemakaian uang yang didfta.

% Abdul MananPenerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pakarta: Kencana,
2005, him. 108-111.



